
BUPATI MUSI RAUIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR IA TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib admiristrasi dart untuk

me4jamin kepastian hukum, kejelasan tujuan,

kejelasan rumusan, serta kesesuaian antara jenis,

hierarki dan materi tujuan atas pembentukan produk

hukum daerah, diperlukal pedoman berdasarkan

cara dan metode ya'rg pasti, baku dan standar

sehingga tidak bertentangan dengan p€raturan

perundang-undangan yang tebih tinggi, kepentingan

umum dan/atau kesusilaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembentukan

Produk Hukum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (t€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Irmba-ran Negara Republik lndonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(l€mba-ran Negara Republik lndonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Irmbara,n Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
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3_ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undarg-Undang Nomor 9 Tahun 2O15

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentarrg

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor

2036);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (t€mba.ran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor

e).

4.

7.

5.

6.

8.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH,
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BAB I

KBIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten ada.[ah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintai daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantual dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

5. Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

6, Perangkat Daerah ya-ng selanjutnya disingkat PD adalah unsur

pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi

Rawas-

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Rawas.

9. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kabupaten Musi Rawas.

10, Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Musi Rawas.

11. Peraturan Bersama KepaLa Daerah yang selanjutnya disingkat Pts

KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala

Daerah.

12. Keputusan Bupati adalah Keputuaan Bupati Musi Rawas,

13. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,

PB Kepa.la Daerah darr Keputusan Bupati-

14. Rancangan Peraturan Daerah yartg selanjutnya disingkat Raperda

adalah Raperda yalg berasal dari DPRD atau Pemerintah Daeralt.

15. Rancangan Peraturan Bupati yang s€tanjutnya disingkat Rap€rbup

adalah Raperbup Musi Rawas.
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16.

17.

18.

19.

Bagian Hukum adatah Bagian yang melakukan fasilitasi,

harmonisasi penyusunan produk hukum daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pembentukan Produk Hulcum Daerah adalah proses pembuatan

peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap

perencanaan, persiapal, pemmusan, pemballasal, pengesa}ran,

pengundangan, dan penyebarluasan,

Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut

Propemperda ada.lah instrumen perencanazrn program pembentukan

perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penetitian atau pengkajian

hukum dan hasil penelitia-n lainnya terhadap suatu masalah tertentu

yang dapat dipertanggungiawabkan secara ilmiah mengenai

pengaturan masalah tersebut dalam Reperda sebagai solusi terhadaP

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pengundangan ada-lah penempatan Produk Hukuut Daerah berupa

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan PB KDH

da.lam l,embaran Daerah, Tambahan lrmbaran Daerah, atau Berita

Daerah.

Autentifikasi adalah salinal produk hukum daerah sesuai aslinya.

Konsultasi adalah tindat<an secara langsung ataupun tidak langsung

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat

dan/atau kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masukan

atas rancangal produk hukum daerah.

Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman

dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi

dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh

Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi serta Menteri Dalarn Negeri

dal/atau Gubemur kepada Bupati terhadap materi muatar

rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum

ditetapkan guna menghindari dilakukarnya pembatalan.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda

yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah

dan peraturan pemndang-undangan lainnya untuk mengetahui

bertent ngan dengal kepentingan umum, da,latan peraturan

perundang-undangan yarg lebih tinggi.

20.

2t.
/,,

23.

24.
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BAB TI

PRODUK HUKUM DAERAI{

Pasal 2

(1) Produk Hukun Daerah diberrtuk berdasartan:

a. Perintah Peraturan Ferundang-undangan yarrg lebih tinggi; dan

b. Kewenangal/akibusi.

(2) Produk Hukum Daerah sebaAaimana dimaksud pada ayat (f)

bcrbentuk;

a- peraturan; dan

b- pcnetapan.

(3) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan scbagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a tcrdii atas:

a. Perda;

b. Ferbup;

c. Pts KDH; dan

d. kraturan DPRD.

(4) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dirnaksrd

pada ayat (2) huruf b berupa Keputuean Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BaAiaD Kesatu

Azas PeEbennrkan

Pasal 3

Azas pembcntukan Ferda yaitu sebagai bcrikut:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian materi muatan;

d. dapat dilPksanakan;

e. kedayagr:naandan kehasilgunaan;

f, kejelasan rumusan; dan

g. ketcrbukaan.



Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 4

(l) Materi muatan Perda harus mengandung azas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahaa;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan

j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

(2) Selain azas sebagaimana dimalsud pada ayat (1), Perda tertentu dapat

berisi azas lain sesuai dengan bidang hukuo Perda yang

bersangkutan.

Pasal 5

(U Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus

berisi:

a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

b, penjabaran lebih lanjut dati peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi;

(2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda

dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi

khusus daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-

undangan.

(3) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) untuk mengatur kewenangan:

a. daerah;

b. lokasinya dalam daerah;

c. penggunanya dalam daera.t.;

d. manfaat atau dampak negatiftrya hanya dalam daerah; dan/atau

e. penggunaan sumberdayanya lebih efisien aPabila dilakuken oleh

daerah.

u 
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Pasal 6

(U Perda sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 2 ayat l2l huruf a dapat

memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan

penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada

pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan tentang pembebanan biaya paksaal

penegakan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (U,

dapat dimuat ketentuan pidana berupa ancarnan pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.

5O.000.OOO,OO (lima puluh juta rupiah).

(3) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan dan

ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yarrg bercifat

mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

(4) Sanksi a&ninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementarakegiatan;

d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan sementara izin;

f. pencabutan tetap izin;

g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

Bagian Kesatu

Azas Pembentukan

Pasal 7

Azas pembentukan dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pembentukan

Peraturan Bupati.
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(1)

l2l

(s)

(4)

(5)

Bagian Kedua

PenJrusunan Peraturan BuPati

Pasal 8

Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-

undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati.

Pimpina-n Perangkat Daerah pemmkarsa men1 rsun rancangatr

Peraturan Bupati.

Penlrusunan Peraturan Bupati merupakan kewenangai dan

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing PD.

Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun

disampaikan kepada Bagian Hukum untuk ,{ilzkukarr pembahasan,

harmonisasi dan sinlrronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.

PerrJrusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disusun berdasarkan perintah Peraturan Daerah dan/atau peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Pasal 9

(1) Raperbup yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi

Kepala Bagian Hukum, Kepala Perangkat Daerah terkait, serta

penyusun Raperbup.

(2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan

Raperbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau

penyempurnaan terhadap Raperbup yang telah diparal koordinasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Perubalan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat

Daerah pemrakarsa.

Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah

setetah dilakukan paraf koordinasi Kepa.la Bagian Hukum dan

pimpinan Perangkat Daerah terkait.

(t)

(21

(3)
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(4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangarii.

BAB V

TIM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal I 1

(1) Dalam rangka penSrsunan produk hukum daerah berdasarkan

kewenangan/atribusi, Bupati membentuk tim yang terdiri dari Tim

Asistensi Penlrusunan Peraturan Daerah dan Tim Penlrusunan

Peraturan Bupati.

(2) Tim Asistensi Penyrrsunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari:

a. Ketua : Sekretanis Daerah;

b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan

c. Anggota : Unsur Bagian Hukum;

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungiawab

menyampaikan Ranperda yang telah mendapat paraf koordinasi

kepada Biro Hukum Provinsi untuk mendapatkan nomor register.

(4) Tim Penyusunan Peratura-n Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdiri dari:

a. Ketua : Sekretaris Daerah;

b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan

c. Anggota : Unsur Bagian Hukum;

(5) Tim sebagaimana dimal<sud pada ayat l2l dalr ayat (4) melaporkan

perkembangan Raperda darl Raperbup kepada Bupati.

BAB VI

PEITYIJSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

BERBENTUK PENETAPAN

Pasal 12

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetaPan terdiri

Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Pimpinan Perangkat Daerah menlmsun rancangan KePutusan Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsi.
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(2) Rancangan Keputusan Bupati sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

diajukan kepada Sekrotaris Daerah setelah ErendaPat paraf koordinasi

Kepala Bagian Hukum.

(3) Selcetaris Daerah mengajukan ftrncaagan Keputusan Bupati kepada

Bupati untuk mendapat penetapan'

BAB VII

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,

AUTENTIFIKASI DAN PENGGANDAAN

Bagiar Kesatu

Penetapan

Pasal 14

(1) Penarrdatarganal produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan

Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).

(2) Pendokumentasial naskah asli produk hukum daerah yang berbentuk

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan

oleh:

a. DPRD;

b. Selcetaris Daerah;

c. Bagian Hukum; dan

d. Perangkat Daeralt pemrakarsa.

Pasal 15

(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan

Bupati dilalrukan oleh Bupati.

(2) Penandatanganan Peratr.uan Bupati sebagaiErana dimaksud pada ayat

(1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditakukan oleh:

a. Sekretaris Daerah;

b. Bagian Hukum; dan

c. Perangkat Daerah.

Pasal 16

Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Keputusan

Bupati dilakukan oleh Bupati.
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Pasal 17

(1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Sekretaris Daerah;

b. Bagian Hukum; dan

c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 18

(1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian

Hukum;

(2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dao PB

Kepala Daerah, menggunakan nomor bulat.

(3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang berbentuk Keputusan Bupati menggunakan nomor kode

klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 19

(1) Peraturar Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam

lembaran daerah.

(2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penerbitan resmi pemerintah daerah.

(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pemberitahuan secara forma-l suatu Peraturan Daerah, sehingga

mempunyai daya ikat pada masyaiakat.

Pasal 20

(1) Tambahan lembaran daerah tnernuat penjelasan Peraturan Daerah-

(2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicantumkan nomor tanbahan lembaran daerah.
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(3)

l4l

Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan bersamaan dengan pengr:ndangan Peraturan Daerah'

Nomor tambahan lembaran daerah sebegaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan kelengkapan dal penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 21

(1) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita

daerah.

(2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meruPakan

penerbitan re smi pemerintah daeral.

P^e).22

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan PB KePala Daerah mulai

berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diudangkart

kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perudang-undalgan yang

bersangkutan.

Pasal 23

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan PB Kepala Daerah yang tel,ah

ditetapkan, diundangkan oleh Sekretaris Daerah dan dinuat dalam

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat

Autentifft asi dan Penggandaan

Pasaf 24

Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi

penomoran, selanjutnya dilakukan autentifikasi.

Autentifrkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan oleh

Bagian Hukum untuk peraturan daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala

Daerah dan Keputusan Bupati;

Pasal 25

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah yang telah

ditetapkan dan/atau diundangkan dilakukar Bagian Hukum dan/atau

Perangkat Daerah petmakarsa.

(1)

l2t
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(l)

l2t

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan proses pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan

pada Anggaral Pendapatan dan Belalja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal2T

Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 1i dalam menjalankan

tugasnya diberikan honorarium sebagai narasumber dengan besaran

mengacu pada Peraturan Bupati tentang Starrdar Biaya;

Tolak ukur pemberian honorarium tim sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) yaitu berdasarkan jurnlah naskah Peraturan Daerah dan

naskah Peraturan Bupati yang ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN I.AIN.L,AIN

Pasal 28

Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis

hlurul Bookman Old Slyle dengan ukuran huruf 12.

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak

dalam kertas yang bertanda khusus.

Kertas bertanda khusus sebagaimana dima-ksud pada ayat (2) dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada

ha.laman belakang samping kiri bagian bawah; dan

b. menggunakan ukuran F4 berwama putih.

Pasal 29

Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk

Peratura-n Daerah dan Peraturan Bupati, dapat mengikutsertakan

perancang peraturan perundaIlg-undangan.

Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

(r)

l2l

(3)

(1)

(21
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BAB X

I(ETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Plranrran Bupeti ini mulgi bcrlaku pada tanggal diundengkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, mcmerintahtan

Peraturan Bupati iui dengan penempatannya dalam Berita Dacrah

IGbq)aten Musi Raf,,as.

DitetaDkan di lf,uara Beliti
pada tansgsl 1 Ntct 2olg

q. SEKREf,ARIS DAERAH

KABI'PATEN MUSI RAWAS,

EC- PRISKODESI

l"**ffi"'*l
n. n$tpf,.(curewex

Diundanckan di Muara Bcliti
pada tangsal 'l N@+ 2O!g \l

BERITA DAERAH KABUPAIEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR ,O


